
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN 

NOMOR : 7 / KPTS / 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

(KPMD) 

KEPALA DESA PULUTAN, 

 

Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam 

melakukan pendampingan implementasikan Undang-

undang Desa; 

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai 

reprentasi masyarakat dalam forum-forum 

musyawarah untuk menampung, mengawal dan 

memperjuangakn usaha prioritas kebutuhan 

masyarakat; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan 

b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Pulutan 

tentang pembentukan Kader 

PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD). 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950  Nomor 59); 

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5339); 

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( 
Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

KECAMATAN WONOSARI  

DESA PULUTAN 

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul  

kode Pos 55851 



 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor : 12,13,14 Dan 15 dari hal Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat Dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 7 tahun 2007 
tentang KMP; 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 ); 

 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/ 
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478 ); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 ); 
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyaarta Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 
kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyaarta 
Nomor 34 Tahun 2017 tantang Pemanfaatan Tanah 

Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2017 Nomor 1);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2016  Nomor 6); 
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 

Nomor 18); 
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1 ); 

 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 
2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( 
Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 

Nomor 71 ); 



 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengolaan Aset Milik Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 
Nomor 39); 

 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; 
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa Tahun 2013-2019; 

25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pungutan Desa; 

26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

27. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa. 
28. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;  

29. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 tahun 2018 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta 

Tahun 2018. 
 

  

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan:  

KESATU     : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini; 

KEDUA       : KPMD  mempunyai tugas sebagai berikut : 

1.  Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat 

2.  Mengadakan Pendampingan 

3.  Meyampaikan segala informasi yang berkaitan 

tatacara Pelaksanaan 

     Kegiatan Pemerintah Desa; 

KETIGA     : KPMD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Kepala Desa; 

KEEMPAT  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila 

terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

  

 



Ditetapkan di :  Pulutan 

Pada Tanggal  :   06  Januari 2018 

KEPALA DESA PULUTAN 

 

 

 

TRI UNTARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan Kepada Yth : 

1. Bapak Bupati Gunungkidul 

     Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul. 

2. Camat Wonosari. 

3. Badan Permusyawaratan Desa Siraman. 

4. Arsip 

 



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulutan 

                 Kecamatan Wonosari  Kabupaten Gunungkidul 
         Nomor : 7/KPTS/2018 

  Tanggal : 06 Januari 2018 
 

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) 

 
 

No 

 

Nama 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, tanggal lahir 

Jenis Kader 

(Pemberdayaan/teknik) 
Nomor HP 

1 
Margiyanto Laki-Laki Gunungkidul,20/05/1968 Kader teknik 087838600799 

2 
Subagyo,S.sos Laki-Laki Gunungkidul,23/01/1966 Kader teknik 087838827844 

3 
Sugiran Laki-Laki Gunungkidul,13/04/1948 Kader Pemberdayaan 087839288691 

4 
Siti Wakidah Laki-Laki Gunungkidul,29/04/1961 Kader Pemberdayaan 087839402550 

5 
Puji Fiandani Laki-Laki Gunungkidul,26/02/19991 Kader Pemberdayaan 087839402550 

 

  Ditetapka di :  Pulutan 
Pada Tanggal  :   06  Januari 2018 
KEPALA DESA PULUTAN 

 
 

TRI UNTARO 



 

 

 


